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Abstract: Discourse politics in socio-cultural and political analysis often raise debates. The debates
come out in terms of the positioning of local culture products when they are communicated with the
concepts of statesmanship/nationalism. In this case, it can bring a shift from a local culture concept
to the political one. If it happens, the state tendency in controlling local cultures is bigger. It is due

to the desire ofthe state/government to get its legitimacy and strengthen its hegemony latently. The
emergence of a local culture group "macapetan" in Trenggalek indicates that there is a practice of
hegemony of Orde Baru (social-political order in Indonesia since 1966-1998). Using qualitative
reseinch, the hypothesis is proved, beginning fiom the establishment of the mqcqpat clu'b "Pama-
Pamf' to the persistence of macapatan cult.)re. Moreover, the materials used in tembang macapqt
show the hegemony of Orde Baru.However, the existence of macapatan club in Trenggalek seems

to have positive meanings for the society as the culture agents.

Abstrak Politik wacana dalam analisis sosial-budaya dan politik sering menghadirkan perdebatan
dalam pemosisian produk budaya lokal ketika dikomunikasikan dengan konsep kenegaraan

ftebangsaan). Bisa jadi hal demikian, akan menimbulkan pergeseran konsep budaya lokal yang
berubah menjadi konsep politik. Jika hal ini terjadi, kecenderungan negara dalam mengontrol budaya
lokal akan lebih besar lantaran adanya keinginan negara (pemerintah) untuk meraup legitimasi dan
secara laten untuk memperkuat hegemoninya. Kasus munculnya, kelompok budaya macapatan di
Trenggalek mengindikasikan adanya praktik hegemoni negara Orde Baru. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, hepotetik itu terbukti mulai dari tembentukan paguyuban macapatan "Pama-
Pamf' satrrpai dengan berlangsungnya budaya mqcapotan. Bahkan materi tembang macapat yang
digunakan nampak adanyahegemoni negara Orde Baru. Sekalipun demikian, kahadiran kelompok
budaya macapatan diTrenggalek, dirasakan memiliki makna positifbagi masyarakat sebagai pelaku
budaya (agency).
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"Gebrakan baru" kebangkitan 'seni budaya
macapat di Trenggalek pada tahun 1986,
ditengarai menjadi indikator adanya praktik
hegemoni negara. Lebih menarik, fenomena sosi al

budaya itu, muncul bersamaan waktunya dengan
program sosialisasi Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (P-4) di era Orde Baru.
Fenomena di kala itu, boleh jadi mengundang
sebuah prediksi tentang praktik hegemoni negara

Orde Baru terhadap seluruh potensi budaya lokal
yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat. Negara menempatkan posisinya di
atas warga negaranya melalui kepemimpinan
politik, kultural dan moral serta intelektual.

Jika prediksi itu benar, fenomena munculnya
kembali seni tembang macapat dalam wacana
politik dan budaya pada masa Orde Baru" paling tidak
j uga mengundang beberapa penafsiran . P ertsma,

menunjukkan semakin kuatnya nilai-nilai hadisional
dalam kehidupan kenegaraan dewasa ini dalam
konstelasi politik kenegaraan; kedua, menunjukkan
adanya perhatian negara untuk lebih memberdayakan
potensi budaya ral{yat (lokal) dalam menyiapkan
masyarakat yang mandiri; dan ketiga, menunjukkan
semakin perkasanya negara dalam menguasai warga
negara terutama dalam memanfaatkan budaya
rakyat sebagai'instrumen' kelangsungan ideologi dan

legitimasi kekuasaan negara.
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Di samping penafsiran tadi, munculnya
'babak baru' perhatian negara terhadap seni
tembang macapat, sekaligus dpat digunakan
dalam menepis suatu anggapan bahwa
membicarakan budaya rakyat yang tradisional
tidak ada relevansinya dengan era negara mod-
ern. Bahkan, kajian itu sering membawa pada
' arena' perdebatan dlam analisis sosial-budaya,
apakah mengkaji tembang macapat sebagai
produk budaya lokal dalam bentuk sastra Jawa
lisan dan tradisional masih relevan dengan trans-
nasional dewasa ini. Persoalan lain, apakah
membahas sen i trad i si onal dalam be nfiik t e mb ang
macapat dapat digunakan dalam menerjemahkan
fenomena, realitas dan perubahan sosial dewasa
ini.Persoalan itu mengundang kajian untuk
menempatkan posisi budaya tradisional (baca:

tembang macapat) dalam konteks sosial
tersendiri terutama ketika buadaya tradisio-nal itu
dipersandingkan dengan produk budaya daerah-
daerah lain dalam konteks kehidupan kebangsaan
(negara). Damono (1978:1) menegaskan bahwa
sastra lisan memiliki fungsi sosial tersendiri bagi
masyarakat pendukun grrya, terutam a keti ka sastra
lisan tersebut dimainkan atau dilisankan. Sastra
lisan merupakan sebuah 'lembaga sosial' yang
menggunakan bahasa sebagai 'medium', dan

bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial.
Sedangkan dalam konteks kebangsaan, fungsi
sosial tembang macapat (sebagai budaya lokal)
bagi kehidupan bangsa Indonesia diharapkan
mampu memberikan kontribusi terhadap kekayaan
kebudayaan nasional, yang sejajar posisinya
dengan kebudayaan lokal atau daerah di seluruh
nusantara.

Realitas sosial tembang macapat dikalangan
masyarakat Jawa, yang diekspresikan melalui
kegiatan nembang (melagukan tembang
macapat yang meliputi: MUil; Mashtmambang,
Sinom; Asmarandana; Kinanthi; Durma:
Dhandhanggula; Gambuh; Pangkur;
Megatruh dan Pucung), diperkirakan masih
digemari oleh suku bangsa yang menggunakan
sejak dahulu, walaupun disadari sekarang
menunjukkan gejala penurunan. Hal ini disadari
jugu oleh Hastanto ( 1986: I 06); dia
menggambarkan kondisi perkembangan macapat
di sekolah-sekolah Jogyakarta tahun 1950-an
sangat berbeda dengan kondisi ketika dia
memaparkan tulisannya. Pengakuan yang mirip,
juga disampaikan olehAyip Rosidi (Dialog Prisma
Nomor 2, 197 9). Lantaran komitmennya dengan
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budaya lokal, sampai-sampai dia melontarkan
pernyataan yang agak sinis, masalah kebudayaan
daerah harus digali oleh orang daerah sendiri; or-
ang asing sering kacau dalam menginterpretasi
tentang kesenian kita. Kendatipun mereka terlatih
dalam hal metode dan sistematika, tetapi mereka
gagal dalam menafsirkan maknanya. Berbeda
dengan Sutan Takdir Alisyahba, sekalipun juga
mencintai kebudayaan daerah, dia menegaskan
bah wa kebu day aan daerah dan nasional sekarang
haruslah bersumber pada ilmu.

Masalah yang urgen, bagaimana
menempatkan seni tembang macapat dalam
konteks kenegaraan (atau meminjam istilah Sutan
Takdir 'kosmopolitan ilmu') dalam kehidupan
dunia'? Untuk menjawab persoalan ini, kiranya
diperlukan adanya definisi kebudayaan nasional
secarajelas yang dapat digunakan sebagai rujukan
nasional bagi siapa saja yang menekuninya. Hal
ini menunjukkan bahwa soal kebudayaan tidak saja
merupakan tugas bagi para ahli kebudayaan atau
peneliti sosial; dan bukan juga hanya konsep
seniman dan para budayawan, melainkan juga
tanggungjawab para eksekutif dan kaum politisi.
Setidaknya, persoalan kebudayaan mampu
mencerminkan identitas sebuah bangsa yang telah
mene gara. Kenyataan in i men gharuskan kebij akan
tentang kebudayaan harus dikembalikan pada
ruj ukan untuk mengemban gkan identitan bangsa.
Senada dengan ini, Lindsay (1995:567-68)
mengi I u strasikan bahwa kebij akan budaya dan seni

Qterforming arts) di negara-negara Asia
Tenggara (misal Malaysia, Philipina dan Indone-
sia) selalu dirnasukkan dalam terminologi
'pembangunan identitas nasional' (national iden-
tity building).

Dalam kasus Indonesia, konsep kebudayaan
nasional hendaknya diartikan sebagai sebuah hasil
konstruksi nasional dari kenyataan empirik budaya
daerah yang ada di seluruh nusantara. Secara
demikian, persoalan budaya nasional menjadi
penting untuk dimasukkan sebagai agenda
kehidupan nasional, yang sebagian menjadi
tanggungjawab pemerintah (negara). Sekalipun
demikian, ketika persoalan kebudayaan nasional
sering dimasukkan dalam konteks kebangsaan, bisa
berubah penanganan kebudayaan menjadi
argumen politik pemerintah. Berkaitan dengan
kasus ini Emersen (dalam Kleden, 1987:217)
menegaskan adanya persimpangan antara konsep
kebudayaan politik Qtolitical culture) dan politik
kebudayaan (cultural politics). Kebudayaan
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politik, menjadi orientasi budaya kelompok elite
politik yang menentukan politik mereka sendiri;
sedangkan politik kebudayaan menunjuk pada

kenyataan di mana perbedaan-perbedaan
kebudayaan diperpolitikkan dan perbedaan politik
diungkapkan dalam idiom-idiom kebudayaan.

Gejala ini telah nampak semenjak perintah
Orde Lama dan Orde Baru. Tidak adanya
kejelasan konsep kebudayaan pada masa ORLA
dan kepribadian bangsa masa ORBA, akan
menggeser interpretasi budaya yang 'alami' ke

arah definisi dan interpretasi politik. Kondisi
demikian, juga berakibat semakin tidak jelasnya

posisi hubungan kebudayaan nansional dengan

kebudayaan lokal. Akibatnya, konsep kebudayaan

nasional berkembang menjadi isu politik dan lebih

banyak digunakan sebagai norrna politik (politi-
cal norm).Penempatan ideologi Pancasila sebagai

'kristalisasi' nilai-nilai budaya bangsa kiranya dapat

digunakan sebagai contoh yang sangatjelas bahwa
isu kebudayaan bergeser menjadi isu politik politik
yang sangat'sakral'. Lebih parah lagi, ketika
keluar Ketetapan Nomor l[l1978 tentang P-4;

serta merta bangsa Indonesia digiring untuk
memiliki kesamaan bertindak untuk mengamalkan

Pancasila.
Bersamaan dengan itu, di Trenggalekmelalui

pemerintah daerah lewat Depdikbud dan BP-7
(waktu itu), masyarakatnya diwajibkan untuk
mendirikan kelompok kesenian macqpatan yang
materi tembang-nya harus memuat pesan nilai-
nilai Pancasila dan P-4. Himbauan ini, kiranya
bukan sekadar alasan, karena sistem negara Orde

Baru dalam melakukan sosialisasi P-4 menempuh

teknik dan media, yang salah satunya melalui seni

tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah Orde Baru telah melembagakan
kekuasannya dalam sebuah proses negoisasi
antata tiga kecenderungan utama, yakni
totaliterisme politik, konstitusionalisme plus
legalisme dan keberagaman budaya. Proses

negoisasi yang demikian, oleh Lidle (dalam Latif
1996:226) digambarkan sebagai legitimasi simbolik
dan instrumental.

Berdasarkan pada uraian di atas, penelitian
ini diharapkan mampu menjawap atas persoalan

"Bagaimana Hegemoni Negara Orde Baru
Terhadap Budaya Lokal Macapatan di
Trenggalek". Penggambaran praktik hegemoni

Orde Baru terhadap budaya macapatan tersebut,

dapat dilakukan lewat: (1) pelaksanaan budaya

macapatan yan1 dilakukan masyarakat

Trenggalek; (2) jenis-j enis tembang macapat
yang digunakan; (3) tema-tema sosial yang
diangkat dalam praktik budaya macapatan; (4)
peran elite pemerintahan dan elite seni dalam
kegiatan macapatan; dan (5) melalui tanggapan
komunitas seni dan masyarakat terhadap praktik
budaya macapatan.

Penelitian ini mengandung tema sentral,
mengenai hubungan antata'Masyarakat dan
Negara'. Sedangkan secara khusus, penelitian
difokuskan pada proses dialektik tentang 'budaya
lokal dan hegemoni negara'. Kajian komponen
budaya lokal dikonsentrasikan terhadap
keberadaan'kelompok btdaya macapatan' dalam
hubungannya dengan negara (pemerintah)
terutama pada era Orde Baru di masa jayanya

dahulu.
Kejatuhan rezim Orde Baru, sebenarnya

patut dipertanyakan, apakah rezim ini benar-benar
telah jatuh? Bukankah hal itu hanya nampak
secara fisik semata, sedangkan 'roh'nya masih
gentayangan? Dahulu, ketika Orde Baru berada
pada'puncak gemilang', banyak diloyali oleh para

elite pemerintahan dan politik serta disegani oleh
seluruh rakyat Indonesia. Namun sekarang,
suasan a tel ah berbal ik. Bukan puj ian yang muncul,

akan tetapi j ustru banyak' umpatan' dengan nada

negatif. Para elite berubah mengkritisi, rakyat
menjadi antipati, dan bahkan di berbagai kalangan
tidakjarang memberikan vonis Orde Baru sebagai

'pengkhianat bangsa','penindas rakyat',
'pengkhianat demokrasi', 'sarang KKN, dan

sebangsanya.

Apakah yang menyebabkan semuanya itu?

Karena Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan
yang 'hegemonik' yang memanfaatkan kepafuhan
rakyat demi kepentin gan pemerintah. Pengalaman

pahit bangsa Indonesia, lewat 'panggung politik'
pemerintah Orde Baru, mengaharuskan bangsa

Indonesia men)rusun format baru untuk menghapus

praktik hegemoni negara yang menempatkan
masyarakat (rakyat dan warga negara) pada posisi

yang lemah. Melalui pemerintahan
'hegemoniknya', Orde Baru telah berhasil
memposisikan dirinya sebagai supremasi kelas
yang mampu mendominasi masyarakat dan

menempatkannya sebagai obyek pemerintahan
(kekuasaan). Pola pemerintahan Orde Baru
memang sangat kental dengan konsep hegemoni,
yaitu kepemimpinan intelektual dan moral
(Sparringa, dalam Susilo, 1997:56). Sementara itu,
konsep hegemoni yang biasa dielaborasi dari An-



tonio Gramsci, banyak merujuk pada situasi dan
praktik sosial masyarakat yang menyatu dalam
konsensus (Patri a, 1 999 : 12). Kembali Sparrin gga
menegaskan, bahwa hegemoni jelas bukan
semata-mata, dan lebih canggih dari dominasi;
individu menerima gagasan dari sebuah rezim
bukan karena paksaan.

Penerimaan masyarakat atas gagasan
pemerintah (rezim penguasa) yang kemudian
digunakan sebagai rujukan bertindak, jelas akan
berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat
terhadap pemerintah. Itulah sebabnya, pemerintah
sangat aktif dalam membangun kesadaran rakyat
untuk berterima dengan gagasan negara
(penguasa), agar legitimasi masyarakat terus
mengalir kepadanya. Dalam kaitan ini Ramlan
Surbakti (l 992:96),mengatakan bahwa upay untuk
memperoleh legitimasi dapat melalui cara-cara
simbolik, prosedural dan material. Carasimbolik,
dilakukan dengan memanipulasi kecenderungan
morai. emosional, hadisi, keprcayaan dan nilai-nilai
budaya yang pada umumnya berbentuk simbol.
Sementara dengan cara prosedural melalui
pemilihan umum, dan caramaterial dalam bentuk
janji-janji untuk memberikan kesejahteraan kepada
rakyat.

Dalam tataran simbolik, bahasa menempati
posisi kuat dengan konsep legitimasi dan hegemoni.
Bahkan, bahasa merupakan sarana penting untuk
melayani hegemoni (Patria, 1998:127).Hal ini juga
dikuatkan oleh Spaninga, bahwa politik bahwa
telah menjadi salah satu faktor penting dalam
meletakkan dasar-dasar hegemoni Orde Baru.
Melalui arena diskursus, rezim ini tampil sebagai
sebuah orde yang berhasil meletakkan sebuah
kepemimpinan moral dan intelektual (baca:
hegemoni) yang luar biasatangguh.

Dalam hubungan itu, tembang macapat
yang bentuk dominannya adalah sebuah wacana
'bahasa Jawa', yang di dalamnya terdapat
permainan bahasa, pada dasarnya sangat rentan
dengan hegemoni. Melalui cara inilah, Orde Baru
mampu memanfaatkan basis-basis kultural lewat
produk budaya-budaya lokal, yang ditumpangi oleh
ideologi, kekuasaan dan kepentingannya.

Dengan memanfaatkan kajian teoretik
sebagai faktor yang mengitari (misalnya teori
legitimasi, teori simbol budaya, teori kelas sosial
dan teori korporatisasi), maka pendekatan teoretik
yang digunakan dalam penelitian adalah ini adalah
teori'strukhrrasi' sebagaimana dikembangkan oleh
Anthony Giddens. Alasan penggunan teori ini
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didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan
budaya macapatan dalam konteks penelitian ini
dipandang sebagai 'praktik sosial, di mana di
dalamnya terjadi hubungan yang bersifat ,dualitas,

antara struktur dan agensi. Kajian tentang makna
praktik sosial dan dualitas struktur ini dapat dirujuk
antara lain pada (Giddens, 1984:2; Giddens.
1 984 :24 ; Giddens, 197 9 :69 ; Ritzer, 199 6 : 529 : dan
Cassel, 1993:123).

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Sebuah penelitian, yang
dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara
holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari
latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti
sebagai instrumen kunci. Sedangkan jenis studi
yan g dikemban gkan dalam penelitian ini termasuk
dalam 'sfudi kasus', yaifu kasus sebuah desa di
masyarakat Jawa (desa Malasan) yang memiliki
tradisi budaya macapatan yang kelompoknya
dibentuk oleh pemerintah Orde Baru.

Jenis studi kasus yang dikaji dalam penelitian
ini, adalah perpaduan antara historical-organi-
zation case studies dan observasional case stud-
ies. Sebagian besar kajian kasus, lebih banyak
difokuskan pada penerapanjenis kedua; namun
dalam beberapa hal (misalnya mengenai sejarah
berdiri dan tokoh 'cikal-bakal' macapatan)
digunakan studi kasus j enis pertama.

Melalui kerja kualitatif di atas, maka lokasi
penelitian dilaksanakan di Desa Malasan,
Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek,
Propinsi Jawa Timur. Sebuah desa yang memiliki
latar geografis dan sosial budaya serta politik
dengan wilayah kecamatan dan kabupaten.
Keunikan sebagai sasaran studi kasus desa lokasi
penelitian, karena desa Malasan memiliki potensi-
potensi antaralain sebagai desa seni, sebagai desa
percontohan kebersihan lingkungan dan rutinitas
dan kekhasan melaksanakan budaya macapatan.

Kendati, lokasi penelitian dilakukan di
tingkat desa, namun subyek terteliti dipilih tidak
saja dari pandhemen (penggemar dan peserta)
budaya macapatan akan tetapi juga para elit
pemerintahan, elite seni, profesi dan masyarakat
sekitar di luar peserta macapatan. Komunikasi
dengan informan kunci ini, diharapkan dapat
memperoleh data yang direncanakan adalah
data primer dan sekunder. Data primer dija-ring
lewat kegiatan macapatan antara lain: ( 1) data
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proses hubungan antarapemerintah dan peserta
macapqtan; (2) d,ata proses penyusunan
tembang macapat; (3) data pilihan kelompok
macapatan menggunakan jenis tembang
macapat; (4) datapandangan anggota kelompok
macapatan; (5) data tentang peran elite dalam
kegiatan macapatan: dan (6) data tentang
sejarah desa Malasan. Sedangkan data
sekunder, berupa: (1) dokumen naskah jenis
tembang dan cakepan macapat; (2) dokumen
sejarah kabupaten Trenggalek dan kecamatan
Durenan. Data tersebut dikoleksi dengan
menggunakan teknik observasi proses budaya
macapatan, wawancara secara mendalam
dengan informan kunci dan studi dokumentasi
sekitar naskah tembang dan sejarah berdirinya
kabupaten Trenggalek dan kecamatan Durenan.

Dengan memperhatikan karakteristik data,
maka teknik anal isis data y ang di gunakan adalah
'model interaktif' dengan melibatkan tiga
komponen: reduksi data, sajian data dan
penarikan kesimpulan atau verifikatif. Ketiga
langkah analisis data tersebut, pelaksanaannya
dipadu dengan teknik 'analisis tema' yang
dikonstruksi berdasarkan kaj ian taksonomik,
domein dan komponensial, sebagaimana
diadaptasi dari James P. Spradley ( 1997 :249-7 4).

Selanjutnya, data yang telah dianalisis
diungkapkan dengan menggunakan dua cara.
Pertama, dengan cara 'narasi', dalam arti
sesuai dengan penuturan informan sekitar
praktik budaya macapatan; dan kedua, dengan
adalah teknik 'konstruksi' dengan menggunakan
bahasa peneliti. Teknik narasi digunakan untuk
mempertahankan keaslian penuturan setempat
(native) dan teknik konstruksi ini digunakan
untuk keperluan komunikasi pada lingkup yang
lebih luas, tidak saja masyarakat Jawa, akan
tetapi juga komunitas di luar Jawa serta
kalangan akademisi.

HASIL

Praktik Budaya Macapatan

Kegiatan mac ap atan diselenggarakan lewat
sebuah kelompok budaya macapatan 'Pama-
Pami'. Budaya macapatan ini dilandasi oleh asas

SASIPAT, yang berarti Sarasehan Sinawung
Tembang Macapat, yang menekankan pada
unsur 'diskusi'. Kegiatan yang dilaksanakan di
rumah-rumah peserta yang digilir berdasarkan

'undian' lewat arisan ini, dilaksanakan padamalam
hari sekitarjam 20.00 -24.00, dengan memainkan
peran-peran yang telah ditetapkan. Peran-peran
yang dimaksud: sesepuh macapat
(penanggungjawab); dhalang tembang (yang
memimpin jalannya macapatan; pamaca
temb ang (membaca atau melantunkan tembang);
pamireng tembang (pendengar); pamedhar
tembang (penerjemah pesan tembang);
pangudhal tembang (pembahas dengan konteks
sosial). Dengan posisi ldsihan (dudukdi alas) atau
di kursi dengan sistem garingan (tanpa musik
gamelan), mereka melakukan peran sesuai
dengan tugas masing-masin g-masin g.

Jienis Tembang Macapatan yang Digunakan

kmbang macapat yang digunakan dalam
budaya macapatan di Trenggalek sesuai dengan
jumlah tembang macapat sebanyak sebelas.
Dilihat dari popularitas tembang macapat yang
digunakan, Dhandhanggula menempati urutan
pertama; berikutnya tembang Mijil menempati
urutan kedua. Selanj utnya urutan keti ga, ditempati
oleh tembang Sinom dan Kinanthi;yang disusul
oleh tembang Pucung pada urutan keempat;
berikut urutan kelima, tembang Pangkur,
Mdgatruh dan Maskumambang; sedangkan
terakhir, adalah tembang Gombuh dan Durma.

Tema-tema Sosial yang Diangkat dalam
Budaya Macapatan

Dari hasil analisis dapat diidentifikasi ke
dalam empat belas tema, yaitu: (1) tema ajaran
moral, budi pekerti dan agama; (2) temaritual dan
pembebasan; (3) tema politik (pengakuan
kekuasaan); (4) tema peningkatan mutu
pendidikan; (5) pariwisata lokal; (6) tema legitimasi
elite lokal dan nasional1. (7) tema keluarga
berencana; (8) tema ideologi Pancasila dan P-4;
(9) tema proklamasi kemerdekaan; (10) tema
konstitusi atau UUD 1945: (11) tema kritik sosial;
(12) tema petuah temanten atau keluarga; (13)
tema pandangan dunia kehidupan; dan (14) tema
rekreasi dan tebakan.

Peran Elite dalam Budaya Macapatan

Kegiatan macapatqn di Trenggalek tidak
dapat dipisahkan dengan peran elite lokal, regional
dan nasional. Peran yang dimaksud meliputi: (1)



pembentukan kelompok budaya macapatan; (2)
kegiatan 'safari macapat P-4 ke seluruh desa-

desa di Trenggalek; (3) penyusunan naskah
tembang macapatt dan (4) pengawasan dalam
bentuk'kunjungan' ke kelompok-kelompok
macapatan.

Beberapa Tanggapan

Berbagai tanggapan yang muncul atas
kehadiran kefompok budaya macapatan di
Trenggalek pada dasamya masyarakat diterima
oleh kalangan elite dan warga masyarakat itu
sendiri. Praktik budaya macapatan dirasakan
memberikan manfaat tersendiri, di kalangan elite
dapat digunakan sebagai media sosialisasi program
pemerintah baik nasional, propinsi, kabupaten,
kecamatan dan desa, terutama berkaitan dengan

sosialisasi P-4 dan pembangunan. Sedangkan dari
kalangan warga dapat digunakan sebagai sarana

pengembangan budaya sonjo (anjang sana),
bersilaturahmi, tukar pikiran dan mencari berita
dinamikajaman. Tidak kalah penting dari kalangan

profesi, misalnya guru-guru, dapat digunakan
sebagai kegiatan olah pendidikan yang membantu

dalam melaksanakan tugas-tugas pembelaj aran

bahasa daerah Jawadi sekolah. Selain itu, muncul
tanggapan yan g bernada ne gatif, mi salnya den gan

kegiatan macapatan justru malah menambah
kecemburuan sosial dan konfl ik psikologis. Hal ini
nampak pada beberapa warga yang tidak
melanggar kesepakatan penyediaan hidangan
seharusnya dilakukan secara climen (sederhana)

menj adi seakan-akan j or-j or an (bersain g) untuk
mencari pujian.

PEMBAHASAN

Posisi Temuan Penelitian dalam Konteks
BudayaJawa

Sebagai praktik sosial, budaya macapatan
menampakkan pola interaksi setempat (lokal),
yang kesemuanya hanya dapat dijawab dengan

'label' Jawa. Pola-pola ini dapat dibuktikan mulai
dari nama yang digunakan, yaitu "Paguyuban
Macapatan Pama-Pamf ", terminologi yang
dipakai dalam menyebut komponen peran dalam
budaya macapatan,bahasa yang digunakan yang

seluruhnya menggunakan bahasa Jawa.
Barangkali ini' simbol' yang paling gampang untuk
mengatakan wajah 'kejawaan' dari budaya
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macapatan. Di samping itu, secara substansial
materi dan tema tembang macapat yang
digunakan berkaitan dengan nilai-nilai budaya
Jawa, antara lain: (l) nilai religius Jawa; (2) nilai
filosofis Jawa; (3) nilai etis Jawa; dan (4) berkaitan
dengan nilai-nilai estetis Jawa.

Kaitan Tema Budaya Macapatan dengan
Tema Pemerintaha Orde Baru

Terdapat paralelisme yang signifikan antara
keduanya. Misalnya dalam 'tema ritual', dengan
menggunakan analog ritual budaya Jawa
kernudian digunakan sebagai politik Orde Baru
yang bernuansa pada tema ritual. Ritual telah
memberikan muatan religius bagi setiap gerak
langkah politik Orde Baru yang cenderung sebagai
' pameran kekuatan' dan' instrumen politik' yan g

artifisial. Demikian juga tema-tema Orde Baru
yang lain, misalnya tema-tema pembangunan
nasional, tema stabilitas dan persatuan (integrasi
nasioanl), atau bahkan tema asas tunggal
Pancasila, pada dasarnya apabila dikaji secara
mendalam memiliki paralelisme dengan nilai
budaya Jawa.

Posisi Temuan Penelitian dalam Konteks
Hegemoni

Hampir seluruh I intasan ke giatan mac ap at an

di Trenggalek tidak sepi dengan hegemoni. Mulai
dari proses pembentukan kelompok budaya ini
sampai dengan pelaksanaannya dan materi
tembang macapat yang digunakan serta tema-
tema yang diangkat mengandung nuansa
campurtangan negara Orde Baru sebagai
cerminan pemerintahan yang'hegemonik'.
Bentuk-bentuk hegemoni Orde Baru terhadap
budaya macapatan di Trenggalek, dapat
diidentifikasi sekitar: (1) penerimaan campur
tangan elite peme-rintah (BP-7) oleh elite seni

setempat untuk membentuk kelompok rn acapatan
P-a; Q) kegiatan 'Safari Macapatan P-4 ke
seluruh desa-desa se-wilayah kabupaten
Trenggalek; (3) penyiapan naskah tembang
macapatyang disusun oleh elite BP-7 Pusat, Jawa

Timur dan elite seni setempat yang dipraktekkan
dalam budaya macapatan; (4) kepatuhan aktif
untuk menggunakan tembang macapat hasil
rakitan elite-elite di atas; (5) tidak munculnya
reaksi yang bersifat fisik dari masyarakat atau
komunitas seni.
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Relevansi Temuan Penelitian dengan Teori
Strukturasi

Sebagai praktik sosial, budaya macapatan
di Trenggalek kiranya mampu menggambarkan
konsep dan aplikasi teori strukturasi Giddens. Yaitu
sebuah teori, yang didasarkan pada premis bahwa
' dualisme' harus direknstruksi sebagai' dualitas'
struktur (Giddens, 1984:noori). Artinya struktur dan
pelaku tindakan (agensi) tidak dipandang berdiri
sendiri, melainkan dua hal yang saling berinteraksi.
Dalam praktik budaya macapatan ditemukan
adany arealitas bahwa struktur, di samping mampu
memberikan seperangkat aturan, norrna dan nilai-
nilai (rules), ternyata juga mampu memberikan
sumberdaya (re s ourc e s). Struktur yang dimaksud,
berupa tembang macapat. Seluruh tema-tema
sosial yang diangkat melalui tembang macapat
mampu memberikan aturan, norrna dan pedoman
nilai bagi peserta macapatan untuk melakukan
praktik sosialnya yang berlangsung berulang-ulang
yang dibingkai oleh ruang dan waktu.

Implikasi Teoretik

Dalam beberapa hal teori hegemoni
(Gramscian) dan teori strukturasi (Giddenian)
memiliki beberapa perbedaan, namun di sisi lain
terdapat kesamannya. Jika dirunut dari latar
belakang munculnya, kedua teori itu lahir sebagai
reaksi terhadap teori yang sebelumnya. Gagasan
munculnya teori hegemoni Gramscian, merupakan
cerminan kekecewaannya terhadap praktik paham
Marxisme ortodoks; yang banyak mengunggulkan
kekuatan ekonomi dan teknologi sebagai diterminan
perubahan kehidupan manusia dan
memisahkannya dari elemen politik, kebudayaan,
ideologi dari sub-struktur produksi (Sugiono,
1999:22). Sementar itu, teori strukturasi
(Giddenian), muncul sebagai reaksi dari
pertentangan du kubu teori sosial (Priyono,
| 999 : 48), antara kelompok' teori struktural ism e

dan struktural-fungsional' (Karl Marx, Emile
Durkheim dan Talcott Parsons) dengan kelompok
teori'fenomenologi, ethnometodologi dan
psikoanali si s' (Erving Goftnan, Alfred Schutz dan
Harlord Garfinkel). Sentral persoalan, terletak
pada pendirian mereka, kubu pertama memandang
keseluruhan berada di atas pengalaman pelaku
seseorang; sedangkan kubu kedua memandang
pelaku seseorang berada di atas gejala
keseluruhan. Dengan kata lain, yang pertama

memandang struktur berada di atas pelaku
(agency), dan kedua memandang pelaku
(agency) berada di atas struktur.

Jika dilihat dari substansi pokok kajian kedua
teori itu, sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu
sama-sama sebagai sarana menjembatani
pro blem a teoritik - penguasa vs dikuasai ; negara
vs masyarakat - dari aplikasi teori sebelumnya.
Dalam posisinya sebagai jembatan penyelesaian
persoalan kehidupan manusia dan negara itu, ada
beberapa varian yang sama namun berbeda titik
orientasinya. Pertama, posisi negara dan
masyarakat (warga negara). Dalam pandangan
Gramscian, negara ditempatkan di atas warga
negara. Sedangkan di mata Giddens, negara
dipandang sejajar dengan warga negara atau
masyarakat. Secara eksplisit, Giddens (2000 :9 1 )
menyebut negara sebagai 'mitra' masyarakat atau
warganegzra, yang saling memberi kemudahan
dan saling mengontrol. Pemerintah dan rakyat
hi dup dal am i n form asi tun ggal. Ke dua, berkaitan
dengan fungsi norTna, ideologi, nilai dan kultur
dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam
pemikiran Gramsci, norma-norma politik, ideologi,
kultural dan moral ditempatkan sebagai instrumen
hegemoni. Sebaliknya, dalam teori strukturasi
Giddens, norrna-norrna, ideologi, nilai dan aspek
kultural dimasukkan dalam kerangka sfiuktur, yang
mampu membingkai praktik sosial. Masyarakat,
dalam hal ini menyediakan ruang dan waktu bagi
berlangsungnya praktik sosial yang dimaksud.

Bagaimana implikasi temuan penelitian dalam
konteks kedua teori tersebut? dalam beberapa hal,
dalam praktik budaya macapatan di Trenggalek
membuktikan adanya aplikasi teori hegemoni
Gramsci dan memperkuat konsepsi teori
strukturasi Giddens. Sekalipun demikian, praktik
hegemoni fewat budaya macapatan |uga
me lemahkan h egem on i, lantaran adanya resistensi
masyarakat seni dalam bentuk tembang macapat
yang disusun oleh mereka yang bernada sebagai
kritik sosial. Sedangkan dalam konteks teori
strukturasi skemata dominasi hanya mampu
menembus pada penguasaan atas orang (aspek
politik) dan bukan atas barang (aspek ekonomi).
Berbedajuga dengan teori hegemoni, kenyataan
budaya di Trenggalek, justru menampakkan
dimensi ekonomi yang tidak adil, lantaran
munculnya eksploitasi tenaga kerja manusia yang
tidak mendapatkan kontribusi ekonomik, dalam
proyek sosialisasi P-4 secara nasional yang diduga
memakan beaya yang besar.Secara demikian,



dalam konteks budaya macapatan di Trenggalek,
kedua teori ini nampak saling mengisi. Atau kalau

tidak, dalam menyongsong format Indonesia baru
nanti, bisa diartikan sebagai perjalanan dari
hegemoni (Gramsci) menunju strukturasi
(Giddens). Posisi negara yang semula berada di
atas warga negara, bergeser ke arah posisi
kesej aj aran antara keduanya.

SIMPULAN

Dengan mengacu pada permasalah pokok
yang hendak dijawab dalam penelitian ini, maka

dapat disimpulkan bahwa dalam kasus praktik
budaya macapatan di Trenggalek terdapat praktik
hegemoni negara Orde Baru, pada masa
'berkibarnya' yang lalu. Beberapa indikator praktik
hegemoni negara Orde Baru terhadap budaya
macapatan (budaya lokal) di Trenggalek, dapat

diidentifikasi sekitar: (1) penerimaan campur
tangan elite peme-rintah (BP-7) oleh elite seni

setempat untuk membentuk kelompok rn acapatan

P-a; Q) kegiatan 'Safari Macapatan P-4 ke

seluruh desa-desa se-wilayah kabupaten
Trenggalek; (3) penyiapan naskah tembang
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